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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ( Board Manual) adalah panduan bagi
Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan

Perusahaan secara professional, transparan dan efisien.

Direksi dan Dewan Komisaris adalah dua organ yang terpisah dan berdiri sendiri.
Hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris di PT Pioneerindo Gourmet International
Tbk merupakan hubungan yang berdasarkan prinsip two tiers system, yang artinya

terdapat pemisahan tugas dan kewajiban yang tegas antara Direksi dan Komisaris.

Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan

pengawasan dan pemberian nasehat terhadap tindakan yang dilakukan oleh Direksi.

Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memastikan
kesinambungan usaha perusahaaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya
kejelasan sistem dan struktur yang menyangkut hubungan antar Organ Perusahaan
dengan berpedoman pada prinsip —prinsip Good Corporate Governance ( GCG) yaitu
transparansi (transparence), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility),
kemandirian (independency) dan kewajaran (fairness). Fungsi, tugas, wewenang, tanggung
jawab dan hubungan kerja masing-masing Organ Perusahaan di definisikan secara jelas

dan dijalankan dengan konsisten.
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Pedoman Kerja (Board Manual) Direksi dan Komisaris (yang selanjutnya disebut “Pedoman
Kerja”), disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Anggaran Dasar Perusahaan dan arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham yang mengatur tatakerja Direksi dan Dewan Komisaris, dan
penjabaran mekanisme praktik yang baik bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas

dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjadikan Pedoman Kerja ini sebagai
acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hubungan kerja

antara Direksi dan Dewan Komisaris sehingga dapat berjalan secara efektif.

Prinsip-prinsip hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi,

tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab
Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Direksi menghormati fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan
Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap
kebijakan pengelola Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan Anggaran Dasar Perusahaan;

3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris merupakan hubungan
yang bersifat formal kelembagaan, yang berarti senantiasa dilandasi oleh suatu

mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggung jawabkan,;
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Visi :

Misi:

Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat dijadikan sebagai dasar

pengambilan kebijakan yang dapat dipertangungjawabkan;

Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara lengkap, tepat

waktu dan akurat;

Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan

Komisaris secara lengkap, tepat waktu dan akurat;

Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubtungan kerja antara organ - organ

dibawah Direksi dan organ-organ dibawah Dewan Komisaris diatur tersendiri.

Visi dan Misi PT Pioneerindo Gourmet International Tbk
Menjadi restoran cepat saji nasional #1 di Indonesia.

Menciptakan organisasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi stakeholder;

Menciptakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan jaringan outlet yang

nyaman, produk berkualitas dan pelayanan yang ramah;
Menciptakan lingkungan yang baik bagi karyawan untuk berkarya dan berkembang.

Maksud dan Tujuan
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Pedoman Kerja ini dimaksudkan menjadi pedoman kerja antara Direksi dan Dewan

Komisaris yang bertujuan untuk :

il Mempermudah Direksi dan Dewan Komisaris dalam memahami peraturan yag
terkait dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris dan mekanisme

pelaksanaanya.

2. Menjadi rujukan / pedoman dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang dan

tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;

3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas Direksi dan Komisaris dalam

menjalankan fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya;

4, Menerapkan prinsip-prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.
D. Ruang lingkup

Pedoman kerja ini mencakup penjabaran fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab
Direksi dan Dewan Komisaris, serta mekanisme dan hubungan kerja di antara kedua organ
di lingkungan Perusahaan dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan arahan Pemegang Saham yang ditetapkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengatur tata kerja Direksi dan

Dewan Komisaris.
E Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Kerja adalah sebagai berikut:
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publik

Anggaran Dasar PT Pioneerindo Gourmet International Tbk.

Pedoman Good Corporate Governance PT Pioneerindo Gourmet International Tbk
Istilah —istilah yang dipergunakan

Perusahaan adalah PT Pioneerindo Gourmet International Tbk

Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan

Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut ‘RUPS”) adalah organ
Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40

Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar dan memberi nasehat

kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
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5. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh
atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan

maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun

di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar

Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

7. Direktur Independen adalah Profesional yang menjadi Direktur Perusahaan yang

memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama

Perusahaan.

b.  Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direktur lainnya dan atau

Komisaris Perusahaan.

c. Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris di Perusahaan lainnya yang

terafiliasi dengan Perusahaan.
d. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di Perusahaan lainnya.
e. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8. Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang ditetapkan melalui Surat
Keputusan Direksi menjadi penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan

fungsi sekretaris perusahaan.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Stakeholder adalah pihak-pihak pemangku kepentingan yang mempunyai peranan
dalam menentukan keberhasilan perusahaan, baik yang berada didalam lingkup
perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Insvestor, Karyawan dan
lain-lain) maupun yang berada di luar lingkup perusahaan (Mitra Kerja, Franchise,

Pemerintah, Perbankan, Media Massa / Pers dan Masyarakat sekitar ).

Karyawan adalah tenaga kerja yang bekerja dan menerima gaji / upah dalam

hubungan kerja dengan perusahaan.

Rapat Direksi adalah rapat yang diadakan oleh Direksi dan hanya dihadiri oleh

Direksi dan Sekretari Perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris dan

hanya dihadiri oleh Dewan Komisaris.

Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris adalah rapat Direksi dengan Dewan

Komisaris yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Good Corporate Governance/GCG (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) adalah
komitmen, aturan main dan praktek penyelenggaraan kegiatan yang sehat dan

beretika berdasarkan prinsip-prinsip dalam GCG.

Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang diyakini sebagai suatu standar

perilaku.

Keluarga Langsung terdiri dari : Suami, Isteri dan Anak.



17. Keluarga Tidak Langsung terdiri dari : Ayah, Ibu, Ayah/lbu Mertua, Adik, Kakak, Ipar,

Menantu, Keponakan, dan cucu.

18. Benturan Kepentingan adalah keadaaan dimana Direksi atau Dewan Komisaris atau

karyawan mempunyai kepentingan selain kepentingan perusahaan sehingga dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dan dapat mengakibatkan perusahaan tidak

mendapatkan hasil terbaik.
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DIREKSI

A. Fungsi Direksi

Menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

| Pengurusan Perusahaan

OO

. Direksi bertanggung jawab mengurus Perusahaan untuk kepentingan

perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Pengurusan Perusahaan dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung

jawab.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas
kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugas.

. Tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas berlaku secara tanggung

renteng bagi setiap anggota Direksi.

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian

sebagaimana dimaksud pada huruf c. apabila dapat membuktikan :

1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
9
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2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan:

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.
Pelaksanaan Fungsi Pengurusan Perusahaan :

a. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perusahaan.
b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan secara efektif dan efisien.
c. Menjaga kepentingan stakeholders.

d. Melakukan pengurusan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

e. Direksi berhak mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan

sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS.

f. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian

Perusahaan.
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g. Tidak boleh mewakili Perusahaan jika mempunyai benturan kepentingan

dengan Perusahaan.

h. Direksi bekerja secara kolektif kolegial, namun dalam pelaksanaannya

dilakukan pembagian tugas Anggota Direksi.
B. Persyaratan Direksi
Anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang relevan

dengan jabatannya;
2. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
3. Mendahulukan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan pribadi;

4. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk

kepentingan Perusahaan dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

5. Mampu menghindarkan penyalagunaan kewenangannya untuk mendapatkan
keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi

Perusahaan;
6. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
7. Cakap melakukan perbuatan hukum;

8. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
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a. Tidak pernah dinyatakan pailit;

b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang

selama menjabat :

1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

2) Pertanggung-jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan
pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris kepada RUPS; dan

3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban
menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas

Jasa Keuangan.

9. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dibuktikan dengan surat

pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan disimpan
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oleh Perusahaan

Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota

Direksi yang tidak memenuhi persyaratan di atas.
C. Keanggotaan Direksi

1. Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota

Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

3. Setiap anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu
sampai dengan penutupan RUPS pada tahun ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi

hak RUPS untuk memberhentikan Anggota Direksi tersebut sewaktu- waktu.

4. Setelah masa jabatan Anggota Direksi berakhir, dapat diangkat kembali oleh RUPS
apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target
yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing anggota Direksi dengan tidak

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan

secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perusahaan dan Perusahaan
wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri

anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya

permohonan pengunduran diri tersebut.
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6. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap diminta pertanggung-

jawabannya sejak pengangkatan sampai tanggal penetapan pengunduran diri

Anggota Direksi dalam RUPS berikutnya.

7 Usulan pengangkatan, pemberhentian dan atau penggantian anggota Direksi

kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
D. Berakhirnya Masa Jabatan Anggota Direksi
Masa jabatan Anggota Direksi berakhir apabila :
a. Mengundurkan diri;
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
c. Meninggal dunia;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS:

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan

pengadilan.
E. Independensi Direksi

1. Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan secara
keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang

harus dijaga.

2. Untuk menjaga independensi Direksi, maka Perusahaan menetapkan ketentuan
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sebagai berikut :

a. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan

dalam kepengurusan Perusahaan.

b. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan

kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

c. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu

independensinya dalam mengurus Perusahaan.

F. Etika Jabatan Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus selalu melandasi diri dengan

etika jabatan. Etika jabatan Direksi meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai

berikut :
1. Keteladanan.

Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjungjung standar etika di
Perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan

bagi Direksi dan karyawan Perusahaan.

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran

Dasar, Pedoman GCG dan Pedoman Kerja Perusahaan serta kebijakan Perusahaan
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3. Tidak menyalagunakan jabatan.

Selama menjabat Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk

kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya dan tidak diperkenankan :
a. mengambil peluang bisnis perusahaan untuk dirinya sendiri;

b. menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku
Anggota Direksi untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.

4. KKN, Gratifikasi dan Penyuapan.

Anggota Direksi senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-
praktik KKN, gratifikasi dan penyuapan dalam cara, bentuk dan atau untuk
kepentingan apapun yang diyakini dapat merugikan Perusahaan. Oleh karena
itu Direksi dilarang untuk memberikan dan menawarkan, atau menerima
baik langsung maupun tidak langsung sesuatu kepada kepada pihak - pihak
namun tidak terbatas kepada pelanggan, pemasok, pejabat Pemerintah atau
pihak lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah

dilakukannya dan melanggar prinsip-prinsip GCG.

G. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan.

2. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan
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tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.

. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi.

. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
Pemegang Saham melalui RUPS.

. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, baik yang mengenai
pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 14 ayat 7

huruf a-h.

. Direksi bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan Vvisi,
misi, dan nilai-nilai perusahaan serta Rencana Kerja Tahunan Perusahaan
(RKTP) dan harus memdapat persetujuan Dewan Komisaris.

. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan  fungsi, tugas serta wewenangnya dan bertindak
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Anggaran
Dasar serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berlandaskan
prinsip-prinsip GCG.

. Strategi dan Rencana Kerja Perusahaan :

a. Menyusun rencana strategi jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang yang menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan usaha
Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam
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Anggaran Dasar.

. Menyiapkan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan berikut strategi
pencapaiannya  sebelum pergantian tahun anggaran baru dimulai
untuk selanjutnya disampaikan  kepada Dewan Komisaris guna
mendapatkan pengesahan.

. Melakukan evaluasi atas strategi yang telah ditetapkan dan menyusun

strategi baru sesuai dengan tuntutan kegiatan usaha Perusahaan.

9. Manajemen Risiko :

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan

secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan
strategi manajemen risiko;

. Menyusun  kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis
dan komprehensif  di tingkat korporat termasuk penetapan  dan
persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas
fungsional (kegiatan usaha) Perusahaan;

Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang
organisasi, antara lain meliputi  komunikasi yang memadai kepada
seluruh  jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang
efektif;

Memastikan peningkatan  kompetensi sumber daya manusia yang
terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara la

in dengan cara menetapkan program pendidikan dan latihan secara
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berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses

manajemen risiko.

10.Sistem Pengendalian Internal:

a. Menetapkan dan mengelola sistem pengendalian internal  dalam
rangka memperoleh keyakinan yang memadai atas tercapainya
efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan  keuangan dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. Membentuk fungsi atau Unit Audit Internal yang bertanggung
jawab melakukan assurance dan evaluasi atas efektifitas sistem
pengendalian internal;

c. Unit Audit Internal bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan
tercapainya tujuan perusahaan dan keberlanjutan kegiatan perusahaan
melalui evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja perusahaan, pemberian
saran dan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sistem
pengendalian internal, sistem manajemen risiko, kepatuhan terhadap
peraturan  perusahaan, prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang
undangan, serta melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal;

d. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan
memiliki hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

11. Hubungan Masyarakat :
a. Bertanggung jawab untuk memastikan dan menjaga komunikasi antara

perusahaan dengan stakeholders melalui fungsi Sekretaris Perusahaan;
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melalui fungsi Sekretaris Perusahaan.
12. Tanggungjawab Sosial Perusahaan :
a. Menetapkan kebijakan dan program tanggung jawab sosial perusahaan

(corporate social responsilibility /CSR);

b. Memastikan perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya (corporate
social responsilibility) secara konsisten dan berkesinambungan.
13. Anggota Direksi Perusahaan tidak dapat mewakili Perusahaan baik di dalam
maupun di luar Pengadilan, apabila :
a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang
bersangkutan;
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan
Perusahaan.
H. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi
1. Umum
Kebijakan pengurusan Perusahaan adalah suatu keputusan atau tindakan yang
diambil oleh Direksi di dalam menjalankan, mengarahkan dan mengendalikan
kegiatan kerja tertentu atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, dimana
substansi permasalahan atau kegiatan kerja dimaksud belum diatur dalam suatu
aturan yang baku.
Kebijakan yang diambil oleh Direksi dapat berupa suatu kebijakan yang diambil
melalui Rapat Direksi, atau dapat pula merupakan kebijakan yang diambil secara

individual tanpa adanya rapat dimaksud.

2. Prinsip - prinsip  Kebijakan Pengurusan Perusahaan
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Prinsip - prinsip yang harus dipatuhi oleh Direksi dalam membuat kebijakan

meliputi:

a. Dalam hal suatu kebijakan yang diambil oleh Direksi merupakan sesuatu yang
substansinya menyangkut citra Perusahaan,risiko atau konsekuensi material,
maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan Rapat Direksi.

b. Dalam hal kebijakan di atas dilakukan oleh Anggota Direksi sesuai dengan
direktorium/bidang tugasnya, maka Anggota Direksi yang bersangkutan
bertanggung jawab atas kebijakan tersebut sampai dengan kebijakan tersebut
dapat disetujui dalam Rapat Direksi.

c. Dalam hal kebijakan yang diambil oleh Anggota Direksi mempunyai substansi
yang sama dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu
kebutuhan Perusahaan sehari-hari, maka Anggota Direksi yang bersangkutan
perlu mengusulkan kepada Rapat Direksi untuk menjadikan kebijakan yang
dilakukannya sebagai suatu peraturan yang mengikat.

d. Dalam mengambil kebijakan atau keputusan atas suatu permasalahan yang

timbul, setiap Anggota Direksi wajib mempertimbangkan beberapa hal sebagai

berikut:

1) Memiliki itikad baik;

2) Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;

3) Koordinasi dengan Anggota Direksi lainnya khususnya untuk
suatu kebijakan yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung
kepada tugas dan kewenangan serta kebijakan Anggota Direksi lainnya;

4) Senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana
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dan tujuan Perusahaan.

e. Pendelegasian wewenang Direksi kepada Karyawan atau pihak lain
untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan waijib
dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis, disetujui oleh Direktur Utama

dan salah seorang Anggota Direksi.

. Pembagian Tugas Direksi

a. Direksi Perusahaan terdiri dari anggota-anggota yang memiliki
kompetensi di bidangnya.

b. Direksi bertugas secara kolektif kolegial, namun agar lebih efisien dan
efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas di antara
Direktur. Dengan adanya pembagian tugas Direksi dimaksud, maka
anggota Direksi mempunyai wewenang pengurusan atas tugas yang secara
khusus dipercayakan kepadanya.

c. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
RUPS, namun bila RUPS tidak memutuskan dan mengatur pembagian tugas
Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang tersebut ditetapkan

berdasarkan Keputusan Direksi.

J. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
Dengan latar belakang Anggota Direksi yang berasal dari berbagai pihak yang
mewakili Pemegang Saham dan stakeholders serta diantara Anggota Direksi

dimungkinkan belum saling mengenal dan atau belum pernah bekerja dalam
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satu tim sebelumnya, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting
untuk dilaksanakan.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Orientasi

meliputi antara lain:

a. Program Orientasi mengenai Perusahaan wajib diberikan kepada Anggota

Direksi yang baru pertama kali menjabat di Perusahaan.

b. Program Orientasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan
efektivitas kerja Direksi.

c. Tanggung jawab untuk mengadakan program orientasi tersebut berada
pada Sekretaris Perusahaan.

d. Materi yang diberikan pada Program Orientasi meliputi sebagai berikut :

1) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Govemnance, Risk Management
Compliance, dan W histleblowing System.

2) Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup
kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha Perusahaan,
kompetitor, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.

3) Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit
internal, audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta
tugas dan peran Tim dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Perusahaan.

4) Tanggung jawab hukum Anggota Direksi.

5) Penjelasanmengenai hubungan kerja, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung
jawab Direksi.

e. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau

B BY



K.

L:

peninjauan Divisi / Unit Kerja, perkenalan dengan para Anggota Dewan Komisaris,
Anggota Direksi dan Karyawan di Perusahaan serta program lainnya berdasarkan

kebutuhan Anggota Direksi yang bersangkutan dan tetap mengedepankan

akuntabilitas dan efisiensi biaya.

Program Peningkatan Kapabilitas

Program Peningkatan Kapabilitas merupakan salah satu program penting agar

Anggota Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini

dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan- pengetahuan lain yang terkait

dengan pelaksanaan tugas Direksi.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Peningkatan

Kapabilitas Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi
dan efektivitas kerja Direksi.

2. Setiap Anggota Direksi yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas
seperti seminar, pelatihan, workshop diharapkan dapat berbagi informasi
dan pengetahuan kepada Anggota Direksi lain yang tidak mengikuti
Program Peningkatan Kapabilitas.

3. Materi yang diterima dari Program Peningkatan Kapabilitas harus terdokumentasi
dengan rapi dalam suatu bagian tersendiri. Tanggungjawab dokumentasi terdapat

pada Sekretaris Perusahaandan harus tersedia jika suatu saat dibutuhkan.

Pengambilan Keputusan oleh Direksi

a. Mekanisme pengambilan keputusan atas aksi korporasi (corporate action) waijib
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dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tepat
waktu. Mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal terdiri dari:

1) Pengambilan keputusan melalui rapat Direksi;

2) Pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler) dan lain lain.

b. Pengambilan keputusan yang mengikat namun tidak dilaksanakan melalui
mekanisme Rapat Direksi secara fisik harus disetujui secara tertulis oleh semua
anggota Direksi. Keputusan Direksi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang
sama dengan keputusan Direksi yang dihasilkan melalui Rapat Direksi secara fisik.

c. Dalam hal-hal khusus, yang membutuhkan keputusan segera (urgent), dapat
diambil keputusannya oleh Anggota Direksi terkait secara individu. Namun,
keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah disetujui dalam
Rapat Direksi.

d. Pengambilan keputusan oleh Direksi terkait dalam hal pengelolaan Perusahaan
wajib didasarkan pada prinsip-prinsip GCG.

e. Apabila terdapat anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan, maka yang
bersangkutan harus mengungkapkan dan tidak boleh melibatkan diri dalam proses

pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Rapat Direksi

1. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Direksi dapat juga diadakan setiap waktu bila mana dipandang perlu

atas permintaan

25 \9 x/ :r,.«\/ '
15 \ ﬁ

\
N

\J



a. Direktur Utama atau atas usulan lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah

anggota Direksi.
b. Atas permintaan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris.
c. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau

anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.

3. Pemanggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau

dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi
atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya selambat-lambatnya 3
(tiga) hari sebelum rapat diadakan. Namun dalam situasi khusus, yang
sifathya luar biasa (exfra ordinary situation) terkait usulan Dewan Komisaris
yang bersifat mendadak dan membutuhkan pengambilan keputusan dengan
segera, Direksi dapat melakukan pemanggilan rapat dalam waktu kurang dari 1
(satu) hari atau sewaktu-waktu melalui media apapun yang mungkin dalam situasi
tersebut.

. Pemanggilan rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan
tempat rapat.

. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan
usaha utama Perusahaan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila

semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak

disyaratkan dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.

. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak
dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan
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dari Anggota Direksi yang hadir dalam rapat.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh seorang
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk
keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimile,
email, atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui
faksimile, e-mail, atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya
atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim

dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau

kurir sesegera mungkin).

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

mengikat apabila seluruh jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili secara
sah dalam rapat. Apabila dalam rapat pertama kuorum tidak tercapai
maka dapat diadakan rapat kedua dengan agenda yang sama. Rapat
Kedua adalah sah apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota
Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

. Rapat Direksi harus mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan secara

sah dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat

Direksi yang akan menentukan.
11.Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
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diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari
yang hadir.

12.Risalah Rapat Direksi harus dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat
dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk
untuk itu oleh rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan
kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh notaris,
penandatanganan tersebut tidak diisyaratkan.

13.Risalah Rapat Direksi harus menggambarkan jalannya dinamika
rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung
atau pendapat yang berbeda  (dissenting  opinion). Hal ini penting
untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat
menjadi dokumen hukum dan alat bukti yang sah untuk menentukan
akuntabilitas hasil dari suatu keputusan rapat.

14.Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan butir
12 tersebut diatas berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk Anggota

Direksi maupun pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil

dalam rapat tersebut.

15.Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan (copy) Risalah
Rapat Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat
tersebut.

16.Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti
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telekonferensi, konferensi  video, atau sarana media elektronik lainnya)
apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar
atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam
rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk
rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
17.Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu
secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Pertanggung jawaban Direksi

a. Pertanggungjawaban Direksi dilakukan melalui RUPS yang diselenggarakan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.

b. Direksi harus menyampaikan pertanggung jawaban atas pengelolaan
Perusahaan. Laporan Pengelolaan Perusahaan disampaikan dalam laporan
Tahunan untuk memperoleh persetujuan RUPS.

c. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
sepenuhnya diberikan oleh RUPS atas pengelolaan perusahaan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sepanjang tindakan tersebut
tercermin  dalam laporan  Tahunan dan Laporan Keuangan, dan telah
mendapatkan persetujuan serta pengesahan RUPS.

d. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku apabila
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masing masing Anggota Direksi melakukan kesalahan dan atau kelalaian yang

meliputi perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

Evaluasi Kinerja Direksi
a. Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris.
b. Penilaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria umum
sebagai berikut :
1) Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian perusahaan
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris.

2) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG baik secara individual maupun kolegial.

Organ Pendukung Direksi

Direksi memiliki wewenang untuk membentuk, mengubah dan
mengatur keanggotaan Organ Pendukung Direksi  sesuai  dengan
kebutuhan dan tetap berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. Organ Pendukung Direksi bertanggung jawab membantu Direksi
dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya dan mengusulkan kebijakan
Direksi dalam bidang-bidang tertentu. Organ Pendukung Direksi terdiri dari
beberapa Unit namun tidak terbatas pada Unit Internal Audi dan Unit
Sekretaris Perusahaan. Pembentukan Organ Pendukung Direksi disahkan
dengan surat keputusan Direksi.

1. Unit Audit Internal

a. Fungsi Unit Audit Internal, yaitu sebagai berikut:
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1) Membantu Direktur Utama  untuk memastikan  kegiatan operasional
Perusahaan dilakukan sesuai dengan prosedur standar yang ada
atau sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

2) Memastikan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko
dan proses tata kelola perusahaan dijalankan dengan baik dan benar;

3) Mendampingi pelaksanaan audit oleh auditor eksternal agar
kelancaran proses audit dapat tercapai:

4) Memastikan mitigasi risiko dan Internal kontrol di seluruh proses
bisnis perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal, yaitu sebagai berikut:

1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;

2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan
sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;

3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas
di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia,
pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang
kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak
lanjut perbaikan yang telah disarankan;

7) Bekerja sama dengan Komite Audit;
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8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal
yang dilakukannya;
9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
c. Dalam melaksanakan tugasnya, Audit Internal bertanggung jawab
kepada Direktur Utama.
d. Penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Audit
Internal ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
e. Organisasi dan Tata Laksana Kerja Audit Internal diatur lebih lanjut
dalam Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter).

f. Audit Internal harus menjalankan tugas secara obyektif dan independen.

g. Wewenang Internal Audit

1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan
terkait dengan tugas dan fungsinya;

2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan
Komisaris, dan/atau =~ Komite Audit serta anggota dari Direksi,
Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidentii dengan Direksi,

Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan

4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

2. Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau

Direktur yang membidangi /membawahi Sekretaris Perusahaan.
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a. Sekretaris Perusahaan berfungsi untuk:

1)

3)

4)

Memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan
Para Pemangku Kepentingan dan menjamin adanya kepatuhan

terhadap pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang undangan yang berlaku.

Menjamin tersedianya informasi publik yang dapat diakses oleh

Para Pemangku Kepentingan sesuai kebutuhan yang wajar dari para

pemangku kepentingan.

Memberikan masukan kepada Direksi guna mematuhi atau

menerapkan ketentuan perundang-undangan maupun  peraturan-

peraturan yang berlaku terkait kegitan usaha Perusahaan.

Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata

kelola perusahaan yang meliputi:

a. Keterbukaan informasi kepada  masyarakat, termasuk
ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;

b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat
waktu;

c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang
Saham;

d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau
Dewan Komisaris;

e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi
Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

f.  Stakeholders relations, memberikan pelayanan kepada Pemegang

/1
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Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Stakeholders lainnya

termasuk namun tidak terbatas pada investor atas informasi
yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Liaison officer /contact  person, bertindak sebagai  pejabat
penghubung antara Perusahaan dengan Otoritas Jasa Keuangan
(OJKL bursa efek, Asosiasi-asosiasi dan pihak-pihak terkait
lainnya.

Business information, memberikan informasi segera atas kejadian
aktual yang sebenarnya terjadi sebagai respon atas adanya rumor-
rumor atau isu isu, baik yang bersifat positif maupun negatif
kepada para Pemangku Kepentingan. Pembentukan dan atau
penunjukan  Sekretaris Perusahaan dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB Ill

DEWAN KOMISARIS

Fungsi Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan serta memberikan
nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.

1. Pengawasan Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan
maupun usaha perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.

b. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud di atas
dilakukan untuk keopentingan porusa haan dan  sesual  dengan
maksud dan tujuan perusahaan.

c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, penuh
kehati hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan  tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

d. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan secara umum dan atau
khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada

Direksi.

e. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila
dapat membuktikan bahwa :

1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

35



2) Telah melakukan fungsi pengawasan dengan itikad baik dan kehati-
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan.

3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan  pengurusan oleh Direksi yang
mengakibatkan kerugian.

4) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul
atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris bertindak atas nama Dewan Komisaris dan tidak dapat
bertindak sendiri-sendiri.

b. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan untuk
hal-hal yang terkait operasional perusahaan. Dewan Komisaris hanya dapat
mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar atau peraturan perundang-undangan, dan pengambilan keputusan
tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sedangkan keputusan
kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

c. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan atas informasi dari
Direksi dan RUPS, tetapi juga dapat berdasarkan informasi dari sumber lain
yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Saran, nasihat, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris
kepada Direksi akan menjadi perhatian Direksi dalam menjalankan kegiatan

perusahaan.
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e. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas

kerugian perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut di atas.

Persyaratan Dewan Komisaris

Persyaratan umum merupakan persyaratan dasar bagi Dewan Komisaris yang

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1.

2.

Telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

Memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang relevan
dengan jabatannya;

Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan professional;

Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau pihak yang berhak
memperoleh manfaat;

Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pihak yang berhak
memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;

Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan
objektif untuk kepentingan Perusahaan dan/atau pihak yang berhak
memperoleh manfaat;

Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan
keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi
Perusahaan;

Memiliki akhlak, moral dan intergritas yang baik.

Cakap melakukan perbuatan hukum.
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10 Dalam E (lima) tahun eshslum pangangliatan dan sslama manjabat:

a. Tidak pernah dinyatakan pailit;

b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit;

c. Tidak pernah dihukum  karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan,

d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
K omisaris yang selama menjabat:

1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

2) Pertanggungjawabannya sebagai  anggota Direksi  dan/atau
anggota Dewan Komiaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai  anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak
memenuhi  kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau

laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

11. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

C. Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Dewan

Komisaris, yang seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

- F/
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2. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

3. Setiap anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk
jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS pada tahun ke-5 (kelima),
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Anggota
Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

4. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat
diangkat kembali oleh RUPS apabila mempunyai prestasi yang baik
dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS
bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan cara memberitahukan mengenai maksud tersebut
secara tertulis kepada Perusahaan sebelum tanggal pengunduran dirinya
dan akan ditetapkan dalam RUPS terdekat, atau dapat diselenggarakan

RUPS Luar Biasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
6. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan

pertanggung jawabannya sejak pengangkatan sampai dengan tanggal

penetapan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris dalam RUPS

berikutnya.

7. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan atau penggantian anggota
Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari
Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota

(/‘/W
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Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten dan anggota Dewan Komisaris

paling banyak pada 2 (dua) Emiten lain.

Berakhirnya Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

1.

2.

Mengundurkan diri.

Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
Meninggal dunia.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Dinyatakan Pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu

keputusan pengadilan

Etika Jabatan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris harus selalu

melandasi diri dengan etika jabatan. Etika jabatan Dewan Komisaris

meliputi namun tidak terbatas pad a hal-hal sebagai berikut:

1.

Keteladanan.

Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan
menjunjung standar etika di Perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan
menjadikan dirinya sebagai teladan bagi Direksi dan karyawan Perusahaan.
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang

/1t
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berlaku, Anggaran Dasar, Pedoman GCG dan Pedoman Kerja Perusahaan
serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.
3. Tidak menyalahgunakan Jabatan.

Selama  menjabat Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalah

gunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya

dan, tidak diperkenankan:

a. Mengambil peluang bisnis perusahaan untuk dirinya sendiri.

b. Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau
jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris untuk  kepentingan
pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.

4. KM, Cratifilkasi dan Denyuapan.

Anggota Dewan Komisaris senantiasa mencegah dan menghindarkan diri

dari praktik-praktik ~ KKN, gratifikasi dan penyuapan dalam cara, bentuk dan

atau untuk kepentingan apapun yang diyakini dapat merugikan Perusahaan.

Untuk itu anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan dan menawarkan,

atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu kepada

kepada pihak pihak namun tidak terbatas kepada pelanggan, pemasok,
pejabat Pemerintah atau pihak lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai
imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan melanggar prinsip-prinsip

GCG.

Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Komisaris
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Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya sesuai
dengan pembagian yang telah ditetapkan sehingga fungsi pengawasannya
dapat dilakukan secara optimal.

1. Tugas Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung
jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun
usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

b. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas, tanggung jawab dan
wewenang sesuai dengan ketentuan  Anggaran Dasar Perusahaan,
peraturan perundang- undangan dan keputusan RUPS.

c. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar.

d. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung
jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

e. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya, @ Dewan Komisaris wajib  membentuk Komite
Audit dan dapat membentuk  komite lainnya. Dalam menjalankan
tugas pengawasannya, Dewan Komisaris :

1) Wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis perusahaan.
2) Wajib melaksanakan tugasnya secara independen.
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3) Wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko

dan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada

seluruh tingkatan atau jenjang Perusahaan. Dewan Komisaris

bertanggung jawab kepada RUPS, untuk itu Dewan Komisaris:

a.

Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan vyang telah
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh.
Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai
setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan
Perusahaan.

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran  Tahunan
Perusahaan yang disampaikan Direksi dalam waktu paling
lambat sebelum tahun buku baru dimulai.

Mengusulkan  penunjukan  Kantor Akuntan Publik kepada
RUPS untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan.
Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan  oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.

Membuat dan mengelola risalah rapat Dewan Komisaris.
Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya
dan atau keluarganya pada Perusahaan.

Melakukan telaah terhadap laporan-laporan periodik
terkait  kinerja perusahaan yang disampaikan oleh Direksi.

Meneliti dan melakukan telaah laporan tahunan vyang disiapkan
oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

4,/::@
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j. Menyiapkan rencana kerja tahunan  Dewan Komisaris dan
disampaikan kepada Direksi untuk dimasukkan ke dalam Rencana
Kerja Tahunan Perusahaan.
k. Merekomendasikan calon Direksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2. Wewenang Dewan Komisaris
Dewan Komisaris dan setiap anggota Dewan Komisaris, serta Komite-
komite di bawah Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Ketua Komite
berhak meminta penjelasan atas segala hal kepada Direksi dan setiap
anggota Direksi. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib  memberikan
penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris atau
Komite Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Ketua Komite.
Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak  setiap waktu
berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota
Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota
Direksi  tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar

Perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau
melalaikan kewajibannya.

Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak
berwenang melakukan tugas dan kewenangannya. Pemberhentian
sementara itu harus diberitahukan  kepada yang bersangkutan dengan
disertai alasannya terkait dengan pemberhentian sementara anggota
Direksi dimaksud, dengan kententuan bahwa:

a. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan

/
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Perusahaan tidak mempunyai seorang pun Anggota Direksi, maka untuk
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan.
Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Dalam jangka waktu selambat - lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari
sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan
untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan
memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan
seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk
hadir dalam rapat guna membela diri.

. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud di atas dipimpin
oleh Komisaris Utama, dan apabila tidak hadir, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang
Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh rapat
tersebut dan apabila semua Anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam
rapat tersebut, maka rapat dipimpin oleh pemegang saham yang dipilih
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat tersebut.
Pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan  yang
berlaku.

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam butir di atas
tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara

./
(A

45



tersebut menjadi batal demi hukum dan Anggota Direksi yang

diberhentikan sementara berhak menduduki jabatannya semula.

G. Pembagian Tugas Dewan Komisaris
Pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris ditetapkan melalui Rapat Dewan
Komisaris:
1. Komisaris Utama
Komisaris Utama memiliki kedudukan yang setara dengan anggota Dewan
Komisaris yang lain. Tugas Komisaris Utama adalah sebagai koordinator dalam
pelaksanaan kegiatan dan tugas Dewan Komisaris.
Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama sebagai berikut:
a. Memimpin dan memastikan efektifitas kinerja Dewan Komisaris.
b. Membuat, menerapkan, dan memberikan review atas pedoman Kkerja
prosedur-prosedur yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.
c. Membuat kalender jadwal rapat Dewan Komisaris dan mengkoordinasikan
dengan jajaran Komite Dewan Komisaris.
d. Mengorganisir dan menyampaikan agenda rapat serta memastikan bahwa
seluruh anggota Dewan Komisaris mendapatkan informasi yang tepat waktu.
e. Memastikan informasi yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris akurat, tepat waktu, dan jelas.
f. Mengatur evaluasi kinerja Dewan Komisaris,termasuk seluruh jajaran Komite
dan Komisaris Independen, secara reguler.
g. Memfasilitasi kontribusi efektif dari Komisaris Independen dan membuat
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hubungan yang konstrukstif diantara para Komisaris.

h. Menjalankan tugas-tugas lain sesuai permintaan RUPS dan Dewan

Komisaris secara kolegial, sesuai kebutuhan dan keadaan.

2. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar

Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Komisaris Independen berjumlah paling kurang 30% (tiga puluh per

seratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Tugas dan Tanggung Jawab

Komisaris Independen:

a.

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk
mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik di
dalam Perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar
dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada

Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi

perusahaan.
Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan
baik, maka Komisaris Independen harus secara  proaktif

mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi sebagai berikut:

1) Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang

efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan
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3)

4)

5)

6)

efektivitas strategi tersebut.

Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan
R e et Eeal

Memastikan  bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem
pengendalian, dan sistem audit yang berjalan secara efektif.
Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan
dikelola dengan baik (manajemen risiko).

Memastikan  prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan
dengan baik.

Memastikan pengawasan dan pengelolaan perusahaan
dilaksanakan dalam kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang
berlaku, antara lain berupa:
a) Menjamin keandalan dan keterbukaan laporan  keuangan

perusahaan.

b) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan
pemangku kepentingan yang lain.

c) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan
kepentingan secara wajar dan adil.

d) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan
perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan
perusahaan dalam menjalankan operasinya.

e) Menjamin akuntabilitas organ Perusahaan.
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H.

Program Orientasi

Dengan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak

yang mewakili pemegang saham dan para pemangku kepentingan dan di antara

Anggota Dewan Komisaris dimungkinkan belum saling mengenal dan atau belum

pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya, maka keberadaan program orientasi

sangat penting untuk dilaksanakan.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program orientasi meliputi

antara lain:

&

Program orientasi mengenai Perusahaan wajib diberikan kepada Anggota

Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di Perusahaan.

Program orientasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan efektivitas

kerja Dewan Komisaris.

Tanggung jawab untuk mengadakan program orientasi tersebut berada pada

Sekretaris Perusahaan.

Materi yang diberikan pada program orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, sistem manajemen risiko, dan system
pelaporan pelanggaran (whistle blowing system).

b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup
kegiatan, produk yang dihasilkan, kinerja keuangan dan operasi, strategi,
rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, kompetitor, risiko, dan
berbagai masalah strategis lainnya.

c. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan vyang didelegasikan,

audit internal, audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian

_ /@\Wé
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internal  serta tugas dan peran Komite Audit dan komite lain yang
dibentuk oleh Dewan Komisaris.

d. Tanggung jawab hukum Anggota Dewan Komisaris.

e. Penjelasan mengenai hubungan kerja, tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris.

5. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan
atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan, perkenalan dengan para Anggota
Direksi dan karyawan di Perusahaan serta program lainnya berdasarkan
kebutuhan  Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan tetap

mengedepankan akuntabilitas dan efisiensi biaya.

Program Peningkatan Kapabilitas

Program Peningkatan Kapabilitas merupakan salah satu program penting agar
Anggota Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang
perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan
pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Peningkatan
Kapabilitas Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

fungsi dan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Peningkatan
Kapabilitas seperti seminar, pelatihan, workshop diharapkan dapat berbagi

informasi dan pengetahuan kepada Anggota Dewan Komisaris lain yang tidak
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mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas.
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3. Materi yang diterima dari Program Peningkatan Kapabilitas harus
terdokumentasi dengan rapi dalam suatu bagian tersendiri. Tanggungjawab
dokumentasi terdapat pada Sekretaris Perusahaan dan harus tersedia jika suatu

saat dibutuhkan.

Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris

1. Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal, terdiri dari:
a. Pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris.

b. Pengambilan keputusan di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).

2. Pengambilan keputusan terkait dengan pemberian persetujuan terhadap usulan
Direksi wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
kerja sejak usulan final disampaikan atau menjadi agenda Rapat Dewan
Komisaris dan atau Rapat Dewan Komisaris-Direksi atau secara tertulis untuk
keputusan sirkuler, dan dikomunikasikan kepada Direksi selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja sejak disahkan /ditandatangani.

3. Pengambilan keputusan yang mengikat namun tidak dilaksanakan melalui
mekanisme Rapat Dewan Komisaris secara fisik harus disetujui secara tertulis
oleh semua anggota Dewan Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris tersebut
mempunyai daya mengikat dengan kekuatan hukum yang sama dengan terkait
pengelolaan Perusahaan dan Anak Perusahaan wajib didasarkan pada prinsip
prinsip GCG serta dilakukan secara independen tanpa adanya intervensi
keputusan Dewan Komisaris yang dihasilkan Rapat Dewan Komisaris secara fisik

4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi dari pihak

manapun.
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5. Apabila terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan,
maka yang bersangkutan harus mengungkapkan dan tidak boleh melibatkan diri
dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan hal

tersebut.

Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
2 (dua) bulan, dan apabila dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul
lebih dari 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas
permintaan tertulis dari Komisaris.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal
Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan

Komisaris lainnya.

3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap
anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan
faksimili atau media elektronik lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan. Namun dalam situasi khusus, yang sifatnya
luar biasa (extra ordinary situation) terkait usulan Komisaris yang bersifat
mendadak dan membutuhkan pengambilan keputusan dengan segera, Dewan
Komisaris dapat melakukan pemanggilan rapat dalam waktu kurang dari 1

(satu) hari atau sewaktu-waktu melalui media apapun yang mungkin dalam
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situasi tersebut.

4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara
dan tempat Rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perusahaan atau tempat
kegiatan usaha utama Perusahaan di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat tersebut berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota
Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan Komisaris yang hadir
dalam rapat.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris
hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa
yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat
disampaikan melalui faksimile, email, atau alat komunikasi elektronik lainnya
(apabila disampaikan melalui faksimile, e-mail, atau alat komunikasi elektronik
lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan
aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat
tercatat atau kurir sesegera mungkin).

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat apabila seluruh jumlah Anggota Dewan Komisaris
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hadir atau diwakili secara sah dalam rapat. Apabila dalam rapat pertama
kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan rapat kedua dengan agenda
yang sama. Rapat Kedua adalah sah apabila lebih dari 1/2 (satu per dual

jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam

Rapat.
0. Rapat Dewan Komisaris harus mengambil  keputusan  berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dual jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat
Dewan Komisaris yang akan menentukan.

11. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan
Komisaris lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri
orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara
terbanyak dari yang hadir.

12. Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh
ketua rapat dan salah seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang
hadir dan ditunjuk untuk itu oleh rapat tersebut untuk memastikan
kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut

dibuat oleh notaris, penandatanganan tersebut tidak diisyaratkan.
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13.Risalah Rapat Dewan Komisaris harus menggambarkan jalannya dinamika
rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung
atau pendapat yang berbeda (dissenting opinion). Hal ini penting untuk
dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi
dokumen hukum dan alat bukti yang sah untuk menentukan akuntabilitas hasil
dari suatu keputusan rapat.

14. Risalah rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut
ketentuan butir 12 tersebut diatas berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk
Anggota Dewan Komisaris maupun pihak ketiga mengenai keputusan
Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat tersebut..

15. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan (copy) risalah
rapat Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam
rapat tersebut.

16. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh
(seperti telekonferensi, konferensi video, atau sarana media elektronik
lainnya) apabila cara tersebut  memungkinkan semua peserta saling
mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan

pengambilan  keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama

dengan persyaratan rapat biasa.

17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul
keputusan yang dimaksud dan semuaAnggota Dewan Komisaris

e
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memberikan persetujuan dengan  menandatangani usulan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

Dewan Komisaris.

Pertanggung jawaban Dewan Komisaris

1. Pertanggungjawaban  Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS yang
diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perusahaan ditutup.

2. Dewan Komisaris harus menyampaikan pertanggung jawaban pengawasan dan
pemberian nasihat atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan tahunan
untuk memperoleh persetujuan RUPS.

3. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) diberikan atas tugas pelaksanaan pengawasan Anggota Dewan
Komisaris yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai
sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan dan laporan keuangan, dan telah mendapatkan persetujuan serta
pengesahan RUPS.

4. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku
apabila masing-masing Anggota Dewan Komisaris melakukan kesalahan dan
atau kelalaian yang meliputi perbuatan penggelapan, penipuan, dan

tindak pidana lainnya.
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Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

1. Pada dasarnya kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris

akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Secara umum,
kinerja Dewan Komisaris  ditentukan berdasarkan  tugas kewajiban
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan  yang berlaku
dan Anggaran Dasar Perusahaan dan amanat Pemegang Saham. Evaluasi
kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya
setahun sekali.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan baik secara kolegial
maupun individual. Kriteria evaluasi kinerja bagi Anggota Dewan Komisaris
adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris maupun rapat

dengan komite-komite yang ada.

b. Kontribusi dalam proses pengawasan dan pemberian nasihat terhadap

Jajaran Manajemen.

c. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu.

d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta kebijakan Perusahaan.

e. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan.

3. Dewan Komisaris dapat melakukan self assessment kinerja Dewan Komisaris

yang dilakukan secara mandiri sebagai upaya untuk melakukan evaluasi

internal Dewan Komisaris mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan

4
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fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk membentuk, mengubah dan mengatur
keanggotaan Organ Pendukung Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan dan
tetap berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Organ Pendukung Dewan Komisaris bertanggung jawab membantu Dewan
Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya dan mengusulkan
kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu. Organ Pendukung
Dewan Komisaris terdiri dari beberapa Komite namun tidak terbatas pada Komite
Audit, Komite GCG, Komite Pemantau Risiko serta Komite lainnya yang
dibutuhkan. Pembentukan Organ Pendukung Dewan Komisaris disahkan dengan
surat keputusan Dewan Komisaris.
1. Komite Audit

a. Komite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam memastikan

bahwa:

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
Perusahaan kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan
keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi
keuangan Perusahaan.

2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang
undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat

iy
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antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

4) Memberikan  rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup
penugasan, dan fee.

5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor
internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas
temuan auditor internal.

6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko
yang dilakukan oleh Direksi, jka Perusahaan tidak memiliki fungsi
pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi
dan pelaporan keuangan Perusahaan.

8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait
dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

. Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan dengan kompleksitas

Perusahaan dengan  tetap memperhatikan efektivitas dalam

pengambilan keputusan, dengan ketentuan

1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan,
pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu
berkomunikasi dengan baik.

2) Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang

terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan,
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proses audit, manajemen risiko, dan  peraturan perundang-
undangan dibidang Pasar Modal serta peraturan perundang-
undangan terkait lainnya.

3) Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.

4) Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang
pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan.

5) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan  Publik, Kantor
Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang
memberi  jasa asuransi, jasa penilai dan atau jasa konsultasi lain
kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan

terakhir.

6) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang
dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan,
atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6
(enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.

7) Tidak  mempunyai saham langsung maupun tidak langsung
pada Perusahaan.

8) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan

baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiva

hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya
saham tersebut.

9) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
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10) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

c. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya.

d. Organisasi, tugas dan tanggung jawab serta tata laksana kerja Komite

Audit diatur lebih lanjut dalam pedoman kerja Komite Audit.
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pada Perusahaan.

8) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan
baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa
hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya

saham tersebut.

9) Tidak mempunyai hubungan  afiliasi dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
10) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
c. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya.

d. Organisasi, tugas dan tanggung jawab serta tata laksana kerja Komite
Audit diatur lebih lanjut dalam pedoman kerja Komite Audit.

O. Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Pasal 2 POJK 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi
Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34/2014"), dinyatakan bahwa:

1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiiiki fungsi nominasi dan remunerasi;

2. Pelaksanaan fungsi tersebut di atas waijib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
Perusahaan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, namun sesuai dengan
POJK 34/2014, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, segala prosedur

nominasi dan remunerasi, rapat mengenai agenda nominasi dan/atau remunerasi, dan
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penyusunan Pedoman ini wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
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Melihat hal tersebut, Dewan Komisaris selain berfungsi sebagai pengawas juga berfungsi
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangan yang berlaku, serta tugas dan tanggung jawab lain yang dilimpahkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait dengan Remunerasi Direksi dan Dewan
Komisaris.Disamping itu Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan
suksesi kepemimpinan khususnya posisi Direksi dan Dewan Komisaris (Nominasi) berjaian
dengan baik.
Oleh karena itu, sesuai POJK 34/2014, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat
yang salah satu agendanya membahas nominasi dan remunerasi.
1. Nominasi
Agar kelangsungan pengurusan Perusahaan terus berjaian dengan baik dan
berkesinambungan, Perusahaan berkepentingan untuk memastikan bahwa suksesi Direksi
dan Dewan Komisaris dapat berjaian dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Suksesi dimaksud diawali dengan nominasi calon-calon yang memenuhi syarat dan
kriteria yang telah ditetapkan ataupun ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
serta Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris PT PIONEERINDO GOURMET
INTERNATIONAL Tbk
a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam Hal Nominasi
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi nominasi
Direksi dan Dewan Komisaris merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk
Nominasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK 34/2014 adalah sebagai

berikut:
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1) Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris;

2) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris;

3) Melaksanakan evaiuasi kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan
evaiuasi;

4) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris;

5) Memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

D. Froseaur dan wmeranisimne Nominasi

1) Prosedur dan Mekanisme Nominasi Anggota Direksi

i. Dewan Komisaris memastikan dan/atau mendapatkan informasi tentang
rencana penggantian/pengisian kekosongan anggota Direksi
sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum diselenggarakannya RUPS.

ii. Dewan Komisaris melakukan pencarian dan penjaringan calon anggota
Direksi sesuai kriteria dan Pedoman Nominasi yang telah ditetapkan.
Pencarian dan penjaringan dimaksud termasuk dan tidak terbatas dengan
meminta masukan dari Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris
dan/atau Direksi.

iii. Calon anggota Direksi dapat berasal dari dalam Perusahaan yaitu karyawan
yang jabatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat di bawah Direksi
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ataupun calon lain yang berasal dari luar Perusahaan yang memenuhi
kriteria.

iv. Khusus untuk calon Direktur Independen harus memenubhi kriteria yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

v. Calon-calon dimaksud harus menyampaikan Daftar Riwayat Hidup
(Curriculum Vitae), Pas Foto terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
Surat Pernyataan bersedia menjadi anggota Direksi Perusahaan dan
mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

vi. Dewan Komisaris meiakukan proses seleksi dan penjaringan calon anggota
Direksi melalui wawancara dan dapat meminta dilakukannya assessment
dari iembaga independen yang kredibel.

vii. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk
melakukan proses seleksi dan penjaringan calon anggota Direksi
sebagaimana di atas.

viii. Dewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris untuk menentukan
calon calon yang memenuhi criteria dan akan dinominasikan atau bila sudah
diberikan kuasa kepada Komisaris Utama, maka Komisaris Utama
menetapkan calon-calon anggota Direksi yang memenuhi criteria dan akan
dinominasikan.

ix. Dewan Komisaris atau Komisaris Utama membuat daftar calon direksi yang
akan direkomendasikan kepada RUPS.

x. Komisaris Utama menyampaikan kepada RUPS untuk penetapan calon

anggota Direksi yang direkomendasikan.
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xi. RUPS memutuskan dan menetapkan calon anggota Direksi untuk mengisi
posisi yang lowong atau yang digantikan.

2) Prosedur dan Mekanisme Nominasi Anggota Dewan Komisaris

i. Dewan Komisaris memastikan dan/atau mendapatkan informasi tentang
rencana penggantian/pengisian kekosongan posisi anggota Dewan Komisaris
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum diselenggarakannya RUPS.

ii. Dewan Komisaris melakukan pencarian dan penjaringan calon anggota
Dewan Komisaris sesuai kriteria dan Pedoman Nominasi yang telah
ditetapkan. Pencarian dan penjaringan dimaksud termasuk dan tidak terbatas
dengan meminta masukan dari Pemegang Saham Pengendali, Dewan
Komisaris dan/atau Direksi.

iii. Calon anggota Dewan Komisaris dapat berasal dari mantan anggota Direksi
Perusahaan, Advisor Perusahaan, Pensiunan Karyawan Perusahaan dengan
jabatan terakhir 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, ataupun calon lain yang
berasal dari luar Perusahaan yang memenuhi kriteria.

iv. Khusus untuk calon Komisaris Independen harus memenuhi kriteria yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

v. Calon-calon dimaksud harus menyampaikan Daftar Riwayat Hidup
(Curriculum Vitae), Pas Foto terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
Surat Pernyataan bersedia menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan
dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan di Perusahaan.

vi. Dewan Komisaris melakukan proses seleksi dan penjaringan calon anggota

Dewan Komisaris melalui wawancara atau memberikan kuasa kepada
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Komisaris Utama untuk melakukan proses seleksi dan penjaringan calon
anggota Dewan Komisaris.

viiDewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris untuk menentukan
calon-calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria dan akan
dinominasikan, atau bila sudah diberikan kuasa kepada Komisaris Utama,
maka Komisaris Utama menetapkan calon-calon anggota Dewan Komisaris
yang memenuhi kriteria dan akan dinominasikan.

viii. Dewan Komisaris atau Komisaris Utama membuat daftar calon anggota
Dewan Komisaris yang akan direkomendasikan kepada RUPS.

ix. Komisaris Utama menyampaikan kepada RUPS untuk penetapan calon
anggota Dewan Komisaris yang direkomendasikan.

x. RUPS memutuskan dan menetapkan calon anggota Dewan Komisaris untuk
mengisi posisi yang lowong atau yang digantikan.

c. Pemberhentian Sementara

Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak

memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari

jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melalaikan

kewajibannya.
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang
melakukan tugas dan kewenangannya. Pemberhentian sementara itu harus

diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya terkait
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dengan pemberhentian sementara anggota Direksi dimaksud, dengan
ketentuan bahwa:
1) Apabiia seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan

tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi, maka untuk sementara

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal
demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris
atas tanggungan Dewan Komisaris.

2) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham vyang akan
memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula,
sedangkan Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi
kesempatan untuk hadir dalam rapat guna membela diri.

3) Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud di atas dipimpin
oleh Komisaris Utama, dan apabila tidak hadir, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang
Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh rapat
tersebut dan apabila semua Anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam
rapat tersebut, maka rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang dipiiih oleh
dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat tersebut. Pemanggilan

Rapat harus diiakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

W
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4) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam butir di atas tidak
diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari seteiah
pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara
tersebut menjadi batal demi hukum dan Anggota Direksi yang diberhentikan
sementara berhak menduduki jabatannya semula.

2. Remunerasi
Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengurus Perusahaan berhak mendapatkan remunerasi
dan fasilitas dari Perusahaan. Untuk Direksi diberikan gaji, tunjangan berikut fasilitas
penunjang kegiatan kerja, dan Dewan Komisaris diberikan honorarium sesuai dengan
Pedoman yang telah ditetapkan. Proses penyusunan Pedoman dan penetapan remunerasi
Dewan Komisaris diiakukan bersamaan dengan penyusunan dan penetapan remunerasi
Direksi yang diatur sebagai berikut:
a. Penyusunan Struktur dan Pedoman Remunerasi

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal Remunerasi

sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite

Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 10 adalah

sebagai berikut:

1) Menyusun struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berupa gaji,

honorarium, fasilitas dan atau tunjangan yang bersifat tetap dan atau

variable serta insentif;
2) Menyusun Pedoman atas remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;

3) Menyusun besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
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4) Melakukan evaiuasi / penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima oleh
masing-masing anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris
sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan
Dalam penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi untuk Direksi
dan Dewan Komisaris tersebut di atas dengan memperhatikan:
1) Remunerasi yang berlaku pada industri perasuransian khususnya reasuransi.
2) Tugas, tanggung-jawab dan wewenang anggota Direksi dan atau anggota

Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja

Perusahaan.

3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan atau anggota

Dewan Komisaris.

4) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel.
c. Prosedur dan Mekanisme Remunerasi
1) Prosedur dan Mekanisme Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur dan mekanisme penyusunan struktur dan pedoman remunerasi

untuk Direksi dan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

a) Peninjauan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris diiakukan 1 (satu)
tahun sekali.

b) Rapat Umum Pemegang Saham memberikan wewenang penuh kepada
Dewan Komisaris untuk menyusun dan menetapkan struktur dan
pedoman remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

c) Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris memutuskan untuk

memberikan wewenang penuh kepada Komisaris Utama untuk
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menyusundan menetapkan struktur dan pedoman remunerasi Direksi dan
Dewan Komisaris.

d) Komisaris Utama bersama dengan Direktur Utama melakukan
pembahasan untuk mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang harus
diperhatikan sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya menyusun
struktur dan pedoman remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

e) Komisaris Utama membuat Surat Keputusan penetapan remunerasi yang
terdiri dari gaji anggota-anggota Direksi, honorarium anggota Dewan
Komisaris, fasiiitas, tunjangan tetap atau variabel, insentif dan hal-hal
lainnya yang berhubungan dengan fasilitas dan tunjangan untuk anggota
Direksi dan Dewan Komisaris.

f) Di dalam Surat Keputusan Komisaris Utama harus disebutkan tanggal
mulai berlakunya keputusan dimaksud.

g) Direksi diminta untuk melaksanakan dan menindak-lanjuti sesuai dengan
Surat Keputusan Komisaris Utama.

2) Prosedur dan mekanisme penyusunan kebijakan dan struktur
remunerasi untuk Karyawan

a) Wewenang penetapan struktur dan pedoman remunerasi karyawan ada
pada Direktur Utama dan Direktur yang membidangi Sumber Daya
Manusia.

b) Peninjauan remunerasi karyawan diiakukan 1 (satu) tahun sekali kecuaii
adanya promosi jabatan dan/atau pangkat pada tengah tahun.

c) Dalam penyusunan struktur dan pedoman remunerasi karyawan, dengan

memperhatikan:
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i. Remunerasi yang berlaku pada industri perasuransian khususnya

reasuransi.
ii. Kinerja (Performance Basis, karyawan dan penerapan reward and
punishment).
iii. Hasil penilaian kinerja karyawan (performance appraisal) pada tahun
sebelumnya.
iv. Tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing karyawan yang
tergambar dari pangkat dan jabatan.
v. Kondisi keuangan Perusahaan.
vi. Tingkat inflasi tahun sebelumnya.
vii. Keseimbangan tunjangan bersifat tetap dan variabei.
viii. Faktor-faktor lainnya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan.

d) Direktur Utama dan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia
melakukan pembahasan dengan Kepala Divisi SDM, Training & Pelayanan
Korporasi untuk menyusun struktur dan pedoman Remunerasi Karyawan.

e) Struktur dan pedoman remunerasi hasil pembahasan diajukan ke Presiden
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

f) Seteiah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Utama, Direktur Utama
dan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia selanjutnya
menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Struktur dan Pedoman
Remunerasi Karyawan termasuk penetapan kenaikan gaji masing-masing
karyawan.

3. Rapat Dewan Komisaris Dengan Agenda Nominasi
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a. Untuk keperiuan Nominasi, Dewan Komisaris harus melakukan Rapat
Dewan Komisaris guna menetapkan komposisi, kriteria, rencana dan
tahapan serta pembagian tugas anggota Dewan Komisaris guna mencari
dan menjaring calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan
Komisaris.

b. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4
(empat) bulan.

c. Rapat dengan agenda tentang Nominasi hanya dapat diselenggarakan
apabila dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan
salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan
Komisaris Independen.

d. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diiakukan berdasarkan
musyawarah mufakat.

e. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai,
pengambiian keputusan diiakukan berdasarkan suara terbanyak.

f. Dalam hal pengambiian keputusan terdapat perbedaan pendapat,
perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah
rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

g. Hasil rapat Dewan Komisaris dimaksud wajib dituangkan dalam risalah
rapat dan didokumentasikan oleh Perusahaan.

4. Pelaporan
Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas,
tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan

kepada Rapat Umum Pemegang Saham sebagai bagian dari laporan
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pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selain itu, Perusahaan wajib

mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam:
1. Laporan tahunan; dan
2. Situs web Perusahaan. Dalam Laporan tahunan dan situs web Perusahaan
tersebut, Perusahaan wajib menyampaikan informasi, sebagai berikut:
1. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiiiki Pedoman mengenai fungsi
Nominasi dan Remunerasi;
2. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan
Remunerasi; dan

3. Uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diiakukan

dalam tahun buku.
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BAB IV

TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Tata Laksana Hubungan Kerja

Direksi dan Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang berkedudukan setara di
hadapan hukum. Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi
merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut

dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris

dengan Direksi adalah sebagaiberikut :

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus
Perusahaan sebagai mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

maupun Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Direksi menghormati fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam melakukan
pengawasandan pemberian nasihatterhadap kebijakan pengurusan Perusahaan.

3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan
hubungan yang bersifat formal, yaitu senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme
baku atau korespondensiyang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing
masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, namun tidak dapat dipakai sebagai
kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat

dipertanggungjawabkan.
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5. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

6. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai
Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap
dan bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan

oleh Dewan Komisaris secaraberkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Dewan Komisaris mempunyai wewenang meminta Direksi dan atau pejabat
lain di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri
Rapat Dewan Komisaris.

8. Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja antara Direksi dan
Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman
Kerja (Board Manual) ini akan diatur lebih lanjut melalui rapat Dewan
Komisaris dan Direksi. Hasil keputusan rapat tersebut dituangkan dalam Risalah

Rapat Dewan Komisaris.

B. Benturan Kepentingan Direksi dan Dewan Komisaris

1. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan Direksi

dan Dewan Komisaris bertentangan dengan kepentingan perusahaan untuk

meraih laba, meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta arahan

Rapat Umum Pemegang Saham,yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan.

2. Direksi dan anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris

dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan
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mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan.

3. Direksi dan Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya bagi

kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait
yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan serta menghindari setiap
aktivitas yang dapat mempengaruhi independensi dalam melaksanakan

tugasnya.

4. Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan
keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.

5. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kepemilikan Saham
pada perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (melalui

Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus.

Mekanisme Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris

1. Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2. Pelaksanaan rapat wajib diawali dengan evaluasi tindak lanjut hasil
rapat sebelumnya termasuk pembahasan atau telaah atas usulan Direksi
dan arahan/keputusan Dewan Komisaris dan RUPS terkait dengan
usulan Direksi dan hal lainnya dari hasil rapat sebelumnya.

3. Pemanggilan Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh

Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak
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untuk dan atas nama Dewan Komisaris.

4. Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan
hadir dituangkan dalam Risalah Rapat penjelasan ketidak
hadirannya dan bila memberikan kuasa dituangkan kepada siapa kuasa
diberikan.

5. Persyaratan kuorum, waktu pemanggilan rapat, hal-hal yang waijib
dicantumkan dalam  pemanggilan rapat, lokasi rapat, penetapan
mekanisme rapat (fisik, elektronik, atau sirkuler) dan mekanisme disentting,

wajib dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan

yang berlaku.

6. Setiap pelaksanaan rapat wajib dibuat risalah rapat, yang mencantumkan
agenda rapat, tanggal dan tempat pelaksanaan, mekanisme yang
digunakan, keputusan yang dihasilkan, dinamika selama rapat berlangsung,
tanda-tangan peserta rapat.

7. Risalah rapat wajib diedarkan kepada seluruh peserta baik yang hadir

maupun yang tidak hadir sebelum rapat Direksi selanjutnya diadakan.

8. Risalah asli rapat disimpan oleh Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) dan

dapat diakses kapan saja dibutuhkan.
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BABV

PENUTUP

Pedoman Kerja (Board Manual) ini dimaksudkan untuk memastikan terlaksananya
pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab oleh Direksi dan Dewan
Komisaris dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing

guna mencapai tujuan Perusahaan.Oleh karena itu Pedoman Kerja ini wajib diterapkan

secarakonsisten dan penuh tanggung jawab.

Agar Pedoman Kerja (Board Manual) ini dapat dilaksanakan secara efektif sesuai
dengan tujuannya, Direksi dan Dewan Komisaris perlu senantiasa:
1. Membangun komitmen, keterlibatan dan kepemimpinan yang amanah

dalam penerapannya.

2. Mengembangkan Budaya Perusahaan yang tepat sebagai landasan untuk

mengarahkan dan mengembangkan pola pikir dan perilaku.
3. Menciptakan iklim berorganisasiyang sehat.

4. Melaksanakan Pedoman GCG.
5. Melaksanakan Pedoman Kerja Perusahaan.

6. Menegakkan kebijakan sistem pengendalian internal Perusahaan, whistle blowing,
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kebijakan penegakan disiplin karyawan, maupun kebijakan-kebijakan terkait lainnya.
Pedoman Kerja ini bersifat dinamis dan selalu berkembang dan penyempurnaannya
sangat tergantung kepada perubahan ketentuan perundang-undangan yang beriaku,
Anggaran Dasar Perusahaan serta kebutuhan Direksi dan Dewan Komisaris

dalam pengelolaan Perusahaan.

Secara berkala Pedoman Kerja (Board Manual) ini akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
Dalam hal adanya hal lain yang belum cukup diatur dan atau adanya perubahan peraturan
perundang-undangan terkait termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaksanakan peraturan
perundangan yang berlaku tersebut sampai dengan penyempurnaan dilakukan terhadap

Pedoman Kerja (Board Manual) ini.
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Jakarta, 20 Desember 2019
Disetujui oleh,

Dewan Komisaris PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk.

A L

Murniaty Kartono Kusuwandi Tamin Tjhin Leeris Harni
Komisaris Utama & Komisaris Komisaris

Komisaris Independent
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Ditetapkan di Jakarta, 20 Desember 2019 oleh,

Direksi PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk.,

Henkie Sutjieawan
Direktur Utama

Teh fian Kun Bostomi Suharman

Direktur Direktur

Edi Triyento
Direktur Independen
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